
                                                                                                                       

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 
NOMOR 86 TAHUN 2020     

 

TENTANG 

 

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA  

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan 

kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait 
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara 

pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional 
Prosedur; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950  Nomor 8) sebagaimana telah diubah              

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 2851); 

  2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

    

   3. Undang-Undang..... 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana               

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan                              
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 

  8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2020 Nomor 2); 

  10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 

Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif 
dan Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15); 

    

   MEMUTUSKAN:..... 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU. 

   

  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

   

  Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. 

  3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

  4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bogor.  

  5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Bogor. 

  6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan Daerah yang 
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

  7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan 
pelayanan, fasilitas fiskal, dan infomasi serta dokumen 

dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
terhadap perorangan maupun badan hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  8. Tim Teknis adalah Pegawai Instansi  atau Perangkat Lain 
yang ditugaskan sebagai perwakilan Instansi atau 

Perangkat yang terkait Perizinan dan Nonperizinan yang 
diterbitkan. 

  9. Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis yang 
selanjutnya disingkat OPTIMIS adalah sistem aplikasi 
permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan 

melalui online. 

  10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

   11. Front..... 
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  11. Front Office yang selanjutnya disingkat FO adalah bagian 
Pelayanan Perizinan yang berada di garis depan pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan. 

  12. Back Office yang selanjutnya disingkat BO adalah bagian 

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang berada 
dibagian belakang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 

  13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat 

SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk 
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan 
alat penilaian kinerja, berdasarkan indikator-indikator 

teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, 
prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang 

bersangkutan. 

  14. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, 
akurasi, atau validitas dokumen. 

  15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga 
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 
gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha 

melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

  16. Pemenuhan Komitmen adalah Tindakan Pelaku Usaha 

untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin 
Komersial atau Operasional. 

   

  BAB II 

  PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN 
NONPERIZINAN 

  Pasal 2 

   

  Penyelenggara pelayanan dalam proses Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan terdiri dari: 

  a. Pegawai pada DPMPTSP; dan 

  b. Tim Teknis. 

   

  Pasal 3 

   

  Pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Bogor, terdiri dari: 

  a. Kepala DPMPTSP; 

  b. Front Office, meliputi: 

   1. Customer Service; 

   2. Petugas Verifikasi; dan 

    3. Petugas.....  
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   3. Petugas Penyerahan Dokumen Perizinan dan 

Nonperizinan. 

  c. Back Office, meliputi: 

   1. Pelaksana pemroses pelayanan; dan 

   2. Pejabat Pengawas dan Administrator pada proses 
pelayanan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 

     

  Pasal 4 

   

  Tugas pokok dan fungsi petugas verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, yaitu: 

  a. memeriksa berkas permohonan perizinan dan 
nonperizinan secara lengkap dan benar; dan 

  b. meneliti persyaratan yang dilengkapi pemohon secara 

benar, teliti dan sesuai. 

   

  Pasal 5 

   

  Tugas pokok dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b dalam proses pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan, yaitu: 

  a. memeriksa data dokumen yang telah dikirimkan dari BO; 

  b. melakukan peninjauan lapangan bersama tim BO 
DPMPTSP untuk permohonan izin yang telah memenuhi 

persyaratan; 

  c. mengisi dan menandatangani Berita Acara Peninjauan 
Lapangan atas objek permohonan perizinan atau 

nonperizinan sesuai kewenangan instansi atau perangkat 
daerah yang diwakili; 

  d. menghadiri rapat pembahasan atau pertemuan yang 

dilakukan dalam rangka proses pelayanan perizinan dan 
nonperizinan jika diperlukan rapat pembahasan; 

  e. mengutamakan proses pelayanan perizinan dan 
nonperizinan ketika ada kegiatan yang bersamaan waktu 
pelaksanaannya; dan 

  f. melaporkan proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 
kepada Pimpinan instansi yang menjadi perwakilannya. 

    

    

   BAB III..... 
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  BAB III 

  RUANG LINGKUP SOP 

  Pasal 6 

   

  (1) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan pada DPMPTSP, terdiri dari: 

   a. SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui 
Verifikasi Dokumen; 

   b. SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui 

Verifikasi dan Peninjauan Lapangan; dan 

   c. SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui 

Verfikasi, Peninjauan Lapangan dan Pembahasan. 

  (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

   

  Pasal 7 

   

  Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menggunakan SOP 
sebagaimana tersebut pasal 6 diatur lebih lanjut oleh 

Keputusan Kepala DPMPTSP. 

   

  BAB IV 

  BIAYA 

  Pasal 8 

   

  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bogor. 

   

  BAB V 

  KETENTUAN PERALIHAN 

  Pasal 9 

   

  Ketentuan yang berkaitan dengan waktu pemrosesan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu dilaksanakan 
dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

   

  BAB VI..... 
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  BAB VI 

  KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 10 

   

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
   

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

   

    Ditetapkan di Cibinong 

    Pada tanggal 3 Desember 2020 
 
    BUPATI BOGOR, 

     
    ttd                
     

    ADE YASIN 
 

Diundangkan di Cibinong  

Pada tanggal 3 Desember 2020        
  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,  

  

ttd  
  

BURHANUDIN  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2020 NOMOR 87  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 

HERISON 


